
 

WALIKOTA DENPASAR 
 

PROVINSI BALI 
 

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR 
 

NOMOR 30 TAHUN 2020    
   

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 66 TAHUN 2019 

TENTANG PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA DENPASAR, 

 
Menimbang : a. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
b. 
 

 
 

c. 

bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut 

usia pada hakikatnya merupakan salah satu upaya 
untuk mewujudkan kehidupan yang layak  dan 

bermanfaat serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan 
dasar masyarakat demi tercapainya kesejahteraan sosial 
bagi lanjut usia, Pemerintah Daerah memberikan 

Perlindungan Sosial kepada Lanjut Usia di Daerah yang 
dilakukan secara terencana terarah dan berkelanjutan 

sehingga menghasilkan kondisi sosial masyarakat yang 
makin membaik dan usia harapan hidup makin 

meningkat; 
bahwa Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2019 
tentang Perlindungan Sosial Bagi Lanjut Usia sudah 

tidak sesuai dengan Kondisi dan Kebutuhan hukum saat 
ini, sehingga perlu diubah; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan 

Peraturan Walikota Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Walikota Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perlindungan 
Sosial Bagi Lanjut Usia; 

 
Mengingat :  1. 

 
 

 
 
2. 

 
 

 
 

 
 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang 

Pembentukan Kotamadya   Daerah  Tingkat  II  Denpasar 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 

Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3465); 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang 

Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3796); 
 

 
 



 

3. 
 

 
 

4. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
5. 
 

 
 

 
6. 

 
 
 

7. 
 

 
 

8. 
 
 

 
9. 

 
 

 
 
 

 
 

10. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

11. 

 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah  Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang 
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 4451); 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272 ); 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan  dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri     
Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32      
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah  dan 

Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 15); 

Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2019 tentang 
Perlindungan Sosial Bagi Lanjut Usia (Berita Daerah 

Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 66); 
 



 

   MEMUTUSKAN :  
Menetapkan  

 
 

: 

 

 PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 66 TAHUN 2019 
TENTANG PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA. 

 
Pasal I 

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2019 tentang 

Perlindungan Sosial Bagi Lanjut Usia (Berita Daerah Kota Denpasar         
Tahun 2019 Nomor 66) diubah sebagai berikut : 
 

Pasal 4 

Sasaran Penerima bantuan langsung lanjut usia di Daerah dengan kriteria 
sebagai berikut : 

a. lanjut usia tidak potensial/terlantar berusia paling rendah 60 (enam puluh) 
tahun; 

b. tidak memiliki sumber penghasilan tetap; 
c. bukan lanjut usia yang sedang menerima pensiunan/santunan    

Pemerintah / lembaga sosial; 

d. bukan lanjut usia yang menjadi binaan dan tanggung jawab panti sosial 
Tresna Werdha; 

e. memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP); 
f. memiliki Kartu Keluarga (KK) ; dan 

g. masuk dan terdaftar dalam data PMKS/PPKS. 
 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar 
 

 
Ditetapkan di Denpasar 
pada tanggal 27 April 2020 

 
WALIKOTA DENPASAR, 

 
 

 
 
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA 

 
Diundangkan di Denpasar 

pada tanggal 27 April 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR, 
 
 

 
                         RAI ISWARA 

 
BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2020 NOMOR 30 

 
 


